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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraukan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang 

Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan 

sudah telaksana, namun belum optimal. Langkah pengendalian yang 

dsudah dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Dalam tahap pencegahan Dinas Lingkungan Hidup melakukan 

monitoring, sosialisasi dan himbauan  terhadap para pelaku 

usaha tambang mengenai dampak dari kegiatan usaha tambang 

yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. 

b. Dalam tahap pengendalian Dinas Lingkungan Hidup 

melakukan: 

1) Memberikan Informasi peringatan mengenai dampak 

dari kerusakan lingkungan itu sendiri, baik kepada 

pelaku maupun kepada masyarakat 

2) Melakukan pemberhentian terhadap pelaku kegiatan 

usaha tambang 

c. Dalam tahap pemulihan Dinas Lingkungan Hidup belum 

melakukan pemulihan, namun sudah memiliki perencanaan 

untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai, berupa 
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pembersihan air sungai dan penghijauan di daerah sungai 

tersebut. 

2. Adapun kendala dalam Pengendalian Kerusakan lingkungan akibat 

Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten 

Humbang Hasundutan adalah Status kepemilikan lahan tanah 

pertambangan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran hukum dari 

masyarakat di sekitar area pertambangan serta Kendala lain yakni 

adanya dua kepentingan yang saling berbenturan apabila dilakukan 

penertiban terhadap usaha tambang, yaitu antara upaya pengendalian 

kerusakan lingkungan dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar 

tambang yang menjadikan kegiatan tambang sebagai mata pencaharian 

pokok 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai pemerintah daerah 

setempat sebaiknya melakukan penertiban terhadap para pelaku 

kegiatan usaha dengan mengajak Satuan Polisi Pamong Praja atau yang 

sering disebut sebagai (SATPOL-PP). 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan perlu lebih 

aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap masyarakat 

dan kepada para pelaku kegiatan usaha tambang. 
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3. Bagi semua pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Pakkat, 

Kabupate Humbang hasundutan, perlu lebih memperhatikan akibat 

yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan dan turut 

serta dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat 

adanya kegiatan pertambangan. 

4. Bagi masyarakat sekitar yang tinggal di daerah kegiatan usaha tambang 

agar masyarakat melakukan kontrol sosial bagi para pelaku kegiatan 

usaha tambang. 
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